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RINGKASAN 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jawa Kabupaten Jember 

tidak tereelakan lagi perkembangannya. PKL dipandang telah bertentangan 

dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan dan 

keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas 

umum lain yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, 

kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Tiap kota memiliki 

permasalahan PKL tak terkecuali di Kabupaten Jember. 

Bahwasanya permasalahan PKL telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember sesuai 

dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dicantumkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya  

Pemerintahan  daerah  Provinsi,  Daerah  Kabupaten,  dan  Kota  mengatur  dan  

mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  

tugas pembantuan. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan 

menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Kajian Yuridis 

Tentang Izin Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Wilayah 

Kabupaten Jember. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini 

mengenai tindakan pemerintah Kabupen Jember dalam menangani permasalahan 

PKL dan mengetahui pengimplementasian tindakan pemerintah tersebut serta 

kesesuaian izin PKL dengan peraturan yang berlaku.di wilayah Kabupaten 

Jember. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis 

tentang tindakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani permasalahan 

PKL berkaitan dengan izin PKL, tata cara yang ditempuh oleh PKL di Jalan Jawa 

untuk memperoleh izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 

6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima tindak lanjut dengan Peraturan Bupati 

Kabupaten Jember Nomor 36 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
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Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember serta 

Keputusan Bupati Jember Nomor.188.45/456/012/2009 tentang Tim Penataan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis 

normatif (Legal Research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.
2
 

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji 

berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, 

literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan 

dangan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. 

Dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan 

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember mengatur bahwa Setiap orang yang 

akan membuka kegiatan usaha PKL, terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin 

kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Kenyataannya lain 

dan bertentangan, bahwasanya pedagang kaki lima selama ini tidak memperoleh 

izin kepada pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam hal ini Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja yang sesuai apa dalam ketentuan perundang-undangan. 

Mereka selama ini memperoleh izin dari Kelurahan setempat. 

Saran dari penulis bahwasanya pemerintah melakukan sosialisasi hukum 

khususnya dalam hal ini peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang 

Kaki Lima, dan juga bagi pedagang kaki lima harus patuh dan mengikuti 

peraturan yang berlaku supaya tercipta ketertiban, keamanan dan terwujudnya 

Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Yang Baik (Good Governance). Selain itu, 

Pemerintah secepatnya turun langsung untuk menyediakan lahan  relokasi 

tersebut, karena semakin lama kondisi di jalan jawa akan semakin padat oleh 

PKL, sehingga akan semakin mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan 

maupun trotoar. Sehingga Peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat 

terlaksana dengan dapat terimplementasikan dengan efektif. Bahwasanya semua 

                                                           
2
 Johny Ibrahim. Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang : BanyuMedia, 2008), 

hlm. 295  
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Tindakan Pemerintah Daerah teratur, terkontrol sesuai dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik. 
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